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PENGANTAR

_ Dr. Febrian, SH, MS
Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Sokrates mengidentifikasi relasi antara hukum dan perilaku dalam 4 {empat)
eksplanasi: (a) perilaku hukum terkait dengen penghormatan seseorang terhadap
negara; (b) perilaku hukum terkait dengan pandangan hidup seseorang; (c) perilaku
seseorang terkait dengan keanggotaannya dalam kehidupan sosial; dan (d) perilaku
hukum juga dapat dipengaruhi faktor ekonomi. Adapun catatan penting mengenai
relasi hukum dan perilaku yang dipengaruhi oleh ekonomi pada poin terakhir yang
dikemukakan oleh Sokrates tadi, dirumuskan lebih lanjut oleh filusuf lain, yatu Karl
Marx. Hukum, sistem politik, corak budaya, struktur masyarakat, bahkan ajaran
agama, sebenarnya tak lain adalah cerminan belaka dari sistem ekonomi yang ada di baliknya. Lebih
lanjut ditegaskan oleh Karl Marx, bahwa perang, revolusi, pemberontakan, dan penjajahan selalut
mempunyai motif ekonomi. Masih menurut Marx, hukum pun tidak lepas dari ekonomi, bahkan hukum
adalah alat legitimasi dari/terhadap kelas ekonomi atas. Dalam kesimpulan akhirnya, Marx menyatakan
bahwa realitas empirislah yang membentuk hukum. Oleh karena itu, hukum tidak mungkin dipisahkan
dari realitas kehidupan sehari-hari masyarakat. Pandangan lain terkait realitas hukum yaitu rasionalisme
~ kritis dari Karl Popper menekankan urgensi pembuktian empiris dalam ilmu. Aliran filsafat ini
mensyaratkan bahwa pengetahuan ilmiah harus objektif dan teoritikal, dan pada analisis terakhir

merupakan penggambaran realitas yang dapat diobservasi. Artinya, realitas empiris adalah validasi bagi
eksistens hukum.

Semangat mengkaji secara mendalam kaitan antara hukum dan realistas soaial sebagimana diperoleh
melalui penelitian-yenelitian yang diadakan oleh para akademisi hukum tampak pada forum Seminar
Nasional Hasil-Hasil Penelitian 2015 yang telah diselenggarakan Fakultas Hukum Unsri. Eakultas Hukum
Universitas Sriwijaya berterima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mendukung

terselenggaranya Seminar Nasional Hasil-Hasil Penelitian Iimu Hukum Tahun 2015 ini. Semoga prosiding
ini dapat menjadi bahan kontemplasi bersama. Diharapkan juga forum-forum ilmiah seperti ini dapat

menghubungkan dan mengembangkan jaringan kerja yang ekstensif di kalangan akademisi, peneliti, ‘
praktisi, dan aktivis di bidang ilmu hukum.

Selamat berkontemplasi!
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4.  PENUTUP

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan:

1. Kapal-kapal bertenaga nuklir dan pengangkut bahan berbahaya yang melakukan lintas damaj,
lintas atur laut kepulauan dan lintas transit harus membawa dokumen dan mematuhi tindakan
pencegahan khusus yang ditentukan oleh perjanijian internasional sesuai klasifikasi k.\pal (3 kelas)
dan jenis bahan yang diangkut (9 kelas); dan

2. Pengaturan hak lintas kapal asing di perairan Indonesia telah memadai, yaitu dalam UU No.6
tahun 1996, PP No.36 tahun 2002 dan PP No.37 tahun 2002. Ketiga peraturan ini merujuk
berbagai ketentuan dalam konvensi, protokol dan kode (code) yang bcrl\cnmn dengan pelayaran

internasional yang diratifikasi oleh Indonesia.

Dalam mengakhiri tulisan ini pperlu kiranya direkomendarikan bahwa:

1. Pengaturan khusus tentang kapal nuklir ini perlu mendapat perhatian secara internasional, karena
seiring dengan berkurangnya “sumber bahan bakar konvensial-minyak”, tentunya “energi nuklir
akan menjadi pilihan bagi industri perkapalan pada masa yang akan datang; dan

2. Dalam melakukan pengawasan atas lintas kapal asing di perairan Indonesia, pertu diperhatikan
kelengkapan sarana dan prasarana. Oleh karena itu, sebagai salah unsur penting dalam penegakan
hukum selain aparat yang handal juga ketersediaan sarana atau peralatan pendukung, dalam hal

ini kapal patroli.
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